
----- ---- - ---

BUPAn SARrrO urARA 

PROVINS! KAUMANTAN 'IENGAH 

PERATURAN BUPAn SARrrO urARA 

NOMOR1'. TAHUN 2016 

TENTANO 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANOANAN 

PERIZINAN DAN NONPERIZlNAN KEPADA KEPALA SADAN PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTO KABUPATEN BARITO 

UTARA DAI.AM RANGKA PENYELENGOARAAN PELAYANAN PERIZINAN 

TERPADU SATU PINTO 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUPATI SARITO UTARA, 

Menimbang : a. bahwa daJam rangka mendekatkan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek 

proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang 

cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau 

dilaksanakan suatu pelayanan perizinan terpadu satu 

pintu; 

b. bahwa ke[embagaan pelayanan terpadu satu pintu telah 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Barito Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

c. bahwa be·rdasarkan ketcntuan pasal 6 Peraturan Menteri 

Oalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 

Terpadu di Oaerah, Kepala Sadan mempunyai 

kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala 
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Oaerah berclasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala 

Daerah; 

d. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan 

penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Barito Utara; 

Menging;lt : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat n Tanah Laut, Daerab 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat U tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT di 

Kalimantan \Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Notnor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik tndonesia Talmn Nomor 4437); 

3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Uadang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Ket:erbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembarsn 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t:entang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negiira Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 t:entang Aparatur 

Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-U:ndang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

t.elah beberapa kali diubah terakhir dengan Undeng• 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Oaereh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t.entang 

Pembagia:n Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupat.en/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tehun. 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik 1ndoncsia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tehun 2007 Nomor 89 Tambahan lembaran 

Negara. Republik Indonesia Nomor 4741); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan 

Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Neg,ara Republi.k Indonesia Nomor 4861); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 'l'ahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 

Modal. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 

tentang J>edoman Organisasi dan tata Kerja Unit 

Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Hukum dan Hak Azazj Manusia, Menteri Perdagangan, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala 

Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tabun 2009; Nomor 

M.HH-08.AH.01.01.2009 tentang Percepatan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha. 

17. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman dan Tata Cara 

Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman 

Modal. 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 

Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang 

menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Nomor l); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupatcn 

Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Barito Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 

PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZlNAN DAN 

NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BAOAN PENA.NAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BARITO UTARA DALAM RANGKA 

PENYELENGGARAAN PEIAY A.NAN PERIZINAN TERPADU 

SATU PINTU. 
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BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

3 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Barito Utara. 

4. Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Sadan 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupatcn Barito Utara. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

6. Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito 

Utara. 

7. Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah 

kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan 

yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 

sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu 

tempat. 

8. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten Barito uuu-a berdasarkan Peraturan Daerah 

atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 

Sadan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan 

tertentu. 

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau non 

izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 
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10. Nonperizinan adalah pemberian legalitas kepada orang 

atau pela.ku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda 

daftar, rekomendasi, kemudahan pelayanan, fasilitas 

fiskal, informasi, fatwa atau lainnya sesuai dengan 

keteotuan peraturan perundang-undangan. 

11. Pengelolaan perizinan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh BPMPTSP mulai dari proses penerimaan permohonan 

sampai penerbitan perizinan. 

12. Tim Teknis adalah Tim Teknis di lingkungan BPMPTSP 

Kabupaten Barito Utara. 

13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 

kewajiban, dan pertangguogjawaban perizinao dan 

nonperizioan, termasuk penandatanganannya atas nama 

penerima wewenang. 

14. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagaimana 

dimaksud dalam Uodang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

15. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima 

di lingkungan BPMPTSP Kabupatcn Barito Utara 

16. Penaoaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penaoam modal dalam negeri 

rnaupun penanam modal asing, untuk mela.kukan usaha 

di wilayah negara Repu blik lndonesia. 

BAB 11 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud diselenggarakannya penyelenggaraan PTSP adalah 

sebagai upaya untuk : 
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a Terwujudnya pelayanan perizinan dan 

cepat, efektif, efisien, transparan 

kepastian hukum; dan 

nonperizinan yang 

dan memberikan 

b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan pelaku usaha 

untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan 

nonperizinan. 

Pasal3 

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh 

Pemerintah Daerah. 

BABIU 

PELIMPAHAN KEWENANGAN 

Pasal 4 

(!) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan 

nonperizin8ill kepada Kepala BPMPTSP. 

(2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana 

dimaksud JPada ayat (1) Kepala BPMPTSP berwenang 

memproses pelayanan administrasi, menandatangani 

dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen 

perizinan dan nonperizinan serta mena,ngani pengaduan 

masyarakat . 

(3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayal (2) dilakukan atas nama Bupati dan tidak dapat 

diwak:ilkan. 

(4) Dalam ha! perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh 

Bupati maka penandatanganan dokumen perizinan dan 

nonperizinan tetap menjadi .kewenangan Bupati. 

(5) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) 

sebagaimana 

sebagaimana 

tercantum dalam Iampiran Peraturan Bupati ini. 
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PasalS 

Pelimpe.han kewenangan sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 

5, metiputi : 

a. perencanaan; 

b. pembinaan dan pengawasan; 

c. penerbitan perizinan dan nonperizinan 

kewenangan daerah; dan 

d. pemungutan retribusi daerah. 

BAB IV 

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Kewenangan 

Pasal 6 

sesuaJ 

(1) Dalaxn melaksanakan .kewenangan, BPMPJ'SP dibantu 

oleb Tim Tekni" dalam memproses setiap perizinan dan 

nonperizinan. 

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud a_yat (1) terdiri dari 

unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai 

kewenangan di bidang pelayanan perizinan. 

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

dari pejabe.t SKPD terkait yang mempunyai kompentensi 

dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki 

kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan 

dalam rangka memberikan rekomendasi mengenaJ 

diterima atau ditolaknya suatu pennohonan perizinan. 
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Pasal 7 

(1) BPMPTS dalrun melaksanakan tugasnya berpedoman 

pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operas.tonal Prosedur (SOP). 

(2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas penyelanggaraan di bidang 

perizinan dan nonperizinan, Kepala BPMPTSP mempunyai 

kewajiban: 

a. memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

sesederhana mungkin; 

b. menyetork:an hasil pemungutan retribusi daerah ke Kas 

Daerah dalam waktu l x 24 jam; dan 

c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan. 

Pasal 9 

Jangka waktu pelayanan BPMPTSP ditetapkan paling lama 

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen 

perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan benar, 

kecuali yang diatur waktunya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 

Kewajiban penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan mencakup : 

a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak 
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melebihi s.tandar waktu yang telah ditetapkan dalam 

peraturan ini; 

b. kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

c. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan 

diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan 

sesuai dengan urutan prosedumya; 

d . menyederhanakan proses permohonan perizinan; dan 

e. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh 

informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

pelayanan. 

BABY 

PENGADUAN 

Pasal 11 

(ll Apabila pelayanan perizinan oleh BPMPTSP tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka 

pemobon d.apat menyampaikao pengaduan kepada Kepala 

BPMPTSP; 

(2} Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (ll 

dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melaJui media 

yang disediakan; dan 

(3} Pengaduan yang disampaik.an barns ditar\ggapi dan 

ditindaklanjuti oleh kepala BPMPTSP, paling Jambat 7 

(tujub) hari kerja diterimanya pengaduan. 
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BABV 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING 

DAN EVALUASI 

Pasal 12 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis 

perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan secara 

fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang 

dan jenis perizinan dan nonperizinan masing-masing; 

(2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di 

BPMPl'SP dilakukan oleh kepala BPMPI'SP; dan 

(3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan 

melalui BPMPl'SP sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 13 

Terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan yang telah clitetapkan 

dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

BAB VI 

BENDAHARAWAN KRUSUS PENERIMAAN 

Pasal 14 

Untuk kelancaran dan tertib administrasi pemungutan dan 

penyetoran retribusi daerah sebagaimana climaksud dalam 

Pasal 8 huruf b, ditunjuk Bendaharawan Penerimaan yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala 

BPMPTSP. 
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BAB VU 
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Pasal 18 

Peratumn Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalaro Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Oiundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal I 4 t,.-.,.; 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, --

JAINAL ABIDIN 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pad a tanggal \ I, t/1 ~ i 2016 

RITO UTARA, 
• 

' BAG. ORGANISASI . 
sum~ I, 

~~~.?'Pi •tlx _:•,1 _ 
t', .. :,u•dl k 

l':"~lt :r~~ . .l •' \.;.., "'-" •Y • • • • • •• •• . --·-~--K<H~:Sfr"J-!{IR 'i ~/ ........ , .. , .. ,, .......... , ...... 
P[lAKSANA . ' ............. _.,,., ................ 
PETIAHGCUIIG JAIVAII t:r· KtlUAR MAS UK 85RM,t 
.................. -............... 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR: J?.. 

Salinao sesuai dengan aslioya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

FAKH ff] AUZI 

NIP. 197109t199803 1 004 

BAGIAN HOKUM l 

SEKOA v 
ASIS'IEN 
PEMERINTAIIAN 

KABAGHUIWM 

KASUDiiAZ ( ~ 
KONSC::PTOR 
I • • •• • • • • •• • • ) -·----- · i H;AliG(:!..~NG J AWMl 
~~·~ J-:AS 

' i. : ;..:..;.~.;..;....:...;..:...·.:.~ 
... i ... . ~· " , :.;, ; : r :--to" 

• ' • + • • 
... . _,, -- -·-· 



No. 

I. 

2. 

LAMPIRAN: 
PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 
NOMOR 15 .. TAHUN 2016 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN 
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
KEPADA KEPALA SADAN PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I<ABUPATEN BARITO 
UTARA OALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PERIZI NAN TERPADU SATU PINTU. 

DAFI'AR KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN 
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PlNTU KABUPATEN BARITO UTARA 

Sektor 
Kewenangan yang Dilimpahkan 

Keterangan 
Perizinan dan Nonpcrizinan Yang menandatangani 

Pendidikan Perizinan : 
I. lzin O"""'•iooal PAUD (Tl( KB, TP A dan SPS\ Kenala BPMPTSP 
2. lzin PenveJenao-,aan Kursus (LKP) Keoala BPMPTSP 
3. lzin Penyelenggaraan PKBM (Pusal Kegiatan Kepala BPMPTSP 

Bel•;ar Masvarakatl 
4. lzin PendirianTaman Bacaan Masvarakat Ken!lla BPMPTSP 
5. lzin Pendirian Selcolah Ne2eri / Swasta Kenola BPMPTSP 
6. lzin Operasional Pen yelenggaraan Pendidilcan Kepala BPMPTSP 

Ne2eri I Swasta 
7. Izin Peneoerian K.-nola BPMPTSP 
8. Izin Penelitian kepada mahasiswa Kepala BPMPTSP 

Kesehatan Perizinan: 
I. Surat Izin Praktek Dokter Umum K-••a BPMPTSP 
2. Surat lzin Praktck Dokter GiRi K""'"la BPMPTs·p 
3. Surat lzin Praktek Bidan Ke,-;,ia BPMPTSP 
4. Surat Izin Praktek Perawat K...,,.Ja BPMPTSP 
5. Surat lzin Peraktek Dokter Snesialis K-1a BPMPTSP 
6. Surat lzin Peralctek Aooieker (SIPA) Ke=la BPMPTSP 
7. Surat Jzin Kerja Tenaga Tckni.s Kefannasian 

Kepala BPMPTSP (SIKTTKl 
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No. Sektor 
Kewenangan yang Dilimpahkan 

Keterangan 
Perizinan dan Nonperizi.nan Y an,g menaodatang11ni 

8. Surat lzin Praktek Fisioterafi (SIP I l Kenrua BPMPTSP 
9. Surat lzin Keria Refi'aksionis • 1nticien (RO) Kepala BPMPTSP 
10. Surat lzin Keria Analis Kesehatan Kepala BPMPTSP 
11. Surat lz.in Tekniker Oii>i Keoala BPMPTSP 
12. Sw:at lun Pen•obatan Tradisional ($[PT) Keoala BPMPTSP 
13. SuratTerdaftar Pen~obatan Tradisional {STP, 1 KeDWa BPMPTSP 
14. Surat Izin Optical Ke1>1 aBPMPTSP 
15. Suratizin PC<la-'!ang Oba! Eoceran / Toko Obat Kena aBPMPTSP 
16. Surat Izin Anotek ket)8 aBPMPTSP 
17. Surat lz.in Rurnah Bersalin Keoala BPMPTSP 
18. Izin Perawat Anastesi KeD1Ua BPMPTSP 
19. Izin Perawat Gi2i Kepala BPMPTSP 
20. Izin cendirian RS Kellllla BPMPTSP 
21. Izin rendirian Puskesmas 
Nonperizinan : 

Kepala BPMPTSP 

I. Rekomendasi lzin Klinik Prata1na atau Balai Kepala BPMPTSP 
Penaobatan 

2. Rekomendasi 17.in Kiinik Bersalin KeDWa BPMPTSP 
3. Rekomendasi lz.in Penjual Air Minum lsi Ulang Kena!a BPMPTSP 
4. Sertifikat Hygiens lzin Sanitasi Jasa Boga Kcpala BPMPTSP 

3. Pekcrjaan Umum Perizinan: 
Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK). KeDllla BPMPTSP 
Nonrerizinan : 
Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa alat berat) Kepala BPMPTSP 

4. Tenaga kerja dan Periz.inan: 
Trarumigrasi I . lzin Penyclenggaraan Pelatihan Keterampilan 

Tena•A Keria oleb LemhA0 a Latihan Swasta (LLS) Kepala BPMPTSP 

2. Biaya Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu 
lstirahat (lceria lembur) 

Kepala BPMPTSP 
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No. Sektor 
Kewensngan yimg Dilimpahkan 

Ketersngan 
Perizinao dan Nonperizinsn Yang menandalangani 

3. Izin Memperlcerjakan Tenaga Wanita pada Malam Kepala BPMPTSP 
Hari 

4. lzin Pemzummtlan Uane. atau Baran2 Kenala BPMPTSP 
5. lzin Mcmpcrkerjakan Tenaga Kerja Asing (!MT A} Kepala BPMPTSP 

5. Perbubwigan, Perizinsn : 
Komunikasi dan l . lz:in Tambat Labuh Kan•I K""•la BPMPTSP 
lnfomullika 2. lzin Booakar muat baran11. Ken•ls BPMPTSP 

3. lzin loll nnod Ke.,,.Ja BPMPTSP 
4. lzin tambat labuh semeotara K-•la BPMPTSP 
5. lzin ""-"•elolaan retribusi narlcir Keoala BPMPTSP 
Noonerizinan : 
l . Rekomendasi Menara telekomllllikasi Bunati Barito Utara 
2. BTS Bu.,.ti Barito Utara 
3. Surat keterao11.ao alat berat Kenola BPMPTS'P 
4. Surat kete anokutan Kenala BPMPTSP 
S. Surat keteranean aneJcutan barao2 khusus Ke=ta PPMPTSP 
6. Surat - surat kanal K= la BPMPTSP 
7. TV Kabel K- aBPMPTSP 
8. Wamet ~ aBPMPTSP 
9. Internet Ken•la BPMPTSP 
l 0. Rekomeodasi Layanao Pos dan Frekwensi Kepala BPMPTSP 

Telekomunikasi. 

6. Pertaniao, Perizinsn : 
Perikanan dan l . Izin Usaha Peoaoilio11.an Padi Ken•ta BPMPTSP 
Petemakao 2. lzin Usaha Petemakan Kennin BPMPTSP 

3. lzin Usaha Perikanao Budidava Kenala BPMPTSP 
4. lzin Usaha S•nrodi Kenala BPMPTSP 
5. lzin Usaha Pemoton11.an Hewan Ke=la .BPMPTSP 
6. lzio Pendirian Rumah Poton2 Hewan Kenara BPMPTSP 

) 
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No. Sektor 
Keweoangan yang Dilimpahkan 

Keterangan 
Perizinao dan Nooperizinan Yang meoaodataogani 

7. lzin unruk Pengeluaran Temak Kepala BPMPTSP 

7. Koperasi, Usaha Perizinan : Ken•la BPMPTSP 

Mikro Kecil clan I. 1zin Usaha Slmnan Piniam Ko~.: Ke.;;;la BPMPTSP 
Menengah 2. lzin Pembukaan Cabang, Cabang Pembantu, Kepala BPMPTSP 

Kantor Kas 
Nonnerizinan 
I . Pcn2esahan Ak.1a Pendirian Ko-rasi Kenala BPMPTSP 
2. Pcngcsahan Ak1a Perubahan Anggaran Dasar Kepala BPMPTSP 

Koperasi 

8. Pendapatan, Perizinan: 
Pengelolaan I. Paiak Rek1ame Kensla BPMPTSP 
Keuangan dan Asel Nonnmzinan : 

Retnl>usi Daerah Jasa Umum : 
I. Retribusi Pelavanan Persamnohan / Kebersiban K-;;;;;.1. BPMPTSP 

Retribusi Jasa Usaha : 
I. Sewa Balai Antao2 Keoala BPMPTSP 
2. Sewa Rwnah Betao• Kenola BPMPTSP 
3. Sewa Arena Terbuka Tiara Batara Kepala BPMPTSP 

9. Lingkungan Hidup Perizinan : 
I. Surat Kcpurusan Kelayakan Lingkungan Hidup Bupati Barito Utara 

<SKKL) 
2. lzin Linokunoan Bunati Barito Utara 
3. lzin Pembuan••n Limboh Cair (!PLC) Bun.ti Barito Utara 
4. lzin Penyimpanan sementara Limbah bahan Bupati Barito Utara 

Berbahava dan Beracun <83) 
5. Izin Pe ul LB3 Skala Kabunaten Bunoti Barito Utara 
6. Izin Pemanfaatan Limbah Cair {LA) Bupali Barito Utara 
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No. Sektor 
Kewerungu yq Dilimpahkan 

Keterangan 
Perizinan danNonperuinan Yang meoandatangani 

10. Perekonomian Perizinan : 
I . Arahan I.okasi Izin Usiba Ptrkebww Bun:rli Barito Utara 
2. lzinLokasi Bunoti Barito Utara 
3. lzin Usaha Perkebunan Bunoti Barito Utara 
4. Izin Pembukaan Laban (IPL! PertebUllall Burutti Barito Utara 
5. lndustri PenQoJahan Kavu l<AkYal (IPI.Rl Bnnoti Barito Utara 
6. lndustri Primer Hasil Hlltan Buka Kayu (IPHHBK) 

skala kecil <oeroranQank.o....,..•i\ 
Bupati Barito Utara 

7. Persetuiuan Prinsip Bun•ti Barito Utara 
8. Izin Gan•auan Umum (HO) Khusus Keoala BPMPTSP 
9. SITU Ar•o Bisnis Keoala BPMPTSP 
I 0. lzin Pemakaian Kekavam I:aerah K-•1a BPMPTSP 
11. lzin Mendirikan Banan■•n 11M ; K"""la BPMPTSP 
12. Izin Temoat Usaha(JTU); Ken•la BPMPTSP 
13. Izin Oan•ouan (HO); KPnAla BPMPTSP 
14. Surat lzin Usab.a P m(SIUPl; Kenola BPMPTSP 
IS. Tanda Daflar Perusahaai (TOP); Kenola BPMPTSP 
16. Tanda Daftar lndustri (ID)); Kenala BPMPTSP 
17. Tanda Daftar Usaha Patiwisata ,,, •UJ>l; Ke=la BPMPTSP 
18. lzin Usaha lndustri oun; K--1• BPMPTSP 
19. lzin Pemasan2an Reklane; K"""'la BPMPTSP 
20. lzin Usaha HoteVPemrital'laJI· Kenola BPMPTSP 
2 t. lzin Usaha Rumah Mal<an/ Restouran~ Keoala BPMPTSP 
22. Jzin Usaha Hlbw:an; K-•1a BPMPTSP 
23. lzin Usaha Rumah Bola'Bihard; K=ala BPMPTSP 
24. lzin Usaha An111eutan; K-alaBPMPTSP 
25. Izin Travek Dalam WilivahKabBarit> Utara Keno la BPMPTSP 
26. Izin Minuman BertlkolDI K-1a BPMPTSP 
27. SIUP Minuman Beralkahol K"""la BPMPTSP 
Non oerizinan : 
I. Rekomendasi Izin Perta:nban2an KRl<l'&t (IPR) Bnnati Barito Utara 
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Kewenangao yang Dilimpahkan 

Perizinan dan Nonperizinan Yang menantlatangani 
Kelerangan 

2. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
{IPPKH) 

3. Rekomendasi Izin Pelcpasan Kawasao Hulan 
(,,;·;.. n, Produksi Y aniz Danat Dikonversi 

4. Rekomendasi Penetanan Lokasi Terminal Khusus 
5. Rekomendasi Permohonan dan /atau perluasan lzin 

Usaha Pemanfaatao Hasil Hutan Kayu Hutan 
Alam/Hutan Tanaman OUPHHK-HA/HTI 

6. Rekomendasi Pembanl!unan SPBU/APMS 

( 
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Bupati Barito Utara 

Bupati Barito Utara 

Bunati Barito Utara 

Bupati Barito Utara 

Bunoti Barito Utara 
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